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TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI 
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI 




Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk  mengetahui tanggung jawab masing-masing 
pihak dalam jual beli online dan perlindungan konsumen dalam jual beli online. Metode 
pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Jenis penelitian 
yang digunakan penulis adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dengan metode 
pengumpulan data melalui studi dokumen dan lapangan.teknis analisis data penelitian ini 
adalah analisis data bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen 
dan lapangan.teknis analisis data penelitian ini adalah analisis data bersifat kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab penjual adalah melakukan penjualan dengan 
jujur dan memberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian konsumen. Dan tanggung jawab 
pembeli adalah memberikan bayaran harga sesuai kesepakatan bersama. Kemudian 
perlindungan konsumen dalam jual beli online adalah yaitu mendapatkan barang atau jasa 
yang sesuai kondisi, mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang, mendapatkan 
perlindungan sebagaimana mestinya serta mendapat ganti kerugian. Hak untuk 
mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
 




This research was conducted with the aim of knowing the responsibilities of each party in 
buying and selling online and protecting consumers in buying and selling online. The 
approach method used is a normative juridical approach method. The type of research used 
by the author is to use a type of descriptive research. With the method of collecting data 
through document and field studies. The technique of data analysis in this study is 
qualitative data analysis.. The technique of data analysis in this study is qualitative data 
analysis. The results of the study show that the seller's responsibility is to sell honestly and 
compensate the consumer for damages. Then the protection of consumers in buying and 
selling online is to get goods or services that are in accordance with the conditions, get 
clear information about the goods, get the protection properly and get compensation. The 
right to obtain advocacy, protection, and efforts to properly resolve consumer protection 
disputes. 
 
Keywords ; Responsibility, buying and selling online, legal protection 
 
1. PENDAHULUAN 
Di era globalisasi yang serba moderen ini, semua aktifitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan 
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berupa elektronik semuanya dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia.
1
  Masyarakat sudah 
tidak asing lagi dengan internet. Semua lapisan masyarakat dapat menikmati layanan internet 
kapanpun dan dimanapun. Setiap orang dapat saling terhubung meskipun dengan jarak yang 
sangat jauh sekalipun. Saat ini internet menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat, 
misal dalam berbisnis, jual beli, bersosial, berita, dan bertukar informasi atau lainya. 
Salah satunya berguna dalam bidang jual beli, Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, jual beli adalah salah salah satu bentuk kegiatan yang melibatkan  
penjual dan pembeli.  Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 
untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 
dijanjikan. Tidaklah berbeda dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu peristiwa dimana 
seorang berjanji kepada seorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu 
hal.
2
 Lalu ciri yang membedakan kontrak perjanjian Jual Beli online dari kontrak lain pada 
umumnya adalah bahwa kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tertulis maupun lisan, 
melainkan melalui komunikasi dengan media elektronik
3
.  
Mereka mengikatkan diri mereka Dengan melakukan kontrak elektronik, berdasarkan 
Pasal 1 angka 17 Undang-undang no 8 tahun 2011 tentang Informasi transaksi elektronik, 
kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak melalui media elektronik. Dan transaksi mereka 
disebut dengan transaksi elektronik. 
   Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 8 tahun 899 Tentang Perlindungan 
konsumen, setiap pelaku usaha haruslah dapat memenuhi segala tanggung jawab hukum  nya 
ketika sedang melakukan jual beli dengan konsumen yaitu   Pelaku usaha adalah setiap orang 
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku 
usaha dan konsumen dapatmenciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Namun semua itu 
                                                          
1Witono , ”Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli Dan Lelang Online”,  jurnal sistem informasi , (Maranatha 
:Universitas kristen Maranatha , volume 6, No. 1 (208), h. 9-10  
2
 Subekti, 884, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Intermasa, hal. 1. 
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tidak terlepas dari masalah masalah yang menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat tersebut. 
Misal kesejahteraan bagi konsumen di bidang industri atau perdagangan. Masih terdapat pelaku 
usaha yang kurang baik dalam melakukan usahanya, mereka melanggar aturan undang-undang 
dengan tujuan mendapat keuntungan lebih.  
   Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak 
akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih 
banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, 
masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.   
   Az. Nasution menyatakan “Hukum perlindungan konsumen merupakan salah  satu bagian 
dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah- kaidah yang memiliki sifat 
mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen”4. Mengatur dan melindungi 
konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian dan berada pada posisi yang lemah 
akibat ulah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab hukum  atas barang yang di tawarkan 
atau di perjual belikan. Perlunya perlindungan hukum konsumen tidak lain karena lemahnya  
posisi konsumen dibandingan pelaku usaha. 
   Ketika dalam perjanjian jual beli mengenai informasi lengkap adalah sebagai pegangan 
pihak pembeli dalam membeli barang barang tersebut, seperti halnya membeli baju, dikehidupan 
nyata membeli baju dapatlah dengan menyentuh barangnya juga bisa dicoba terlebih dahulu, 
namun ketika membeli melalui media toko online pembeli dituntut  mengetahui dan memahami 
keterangan mengenai baju tersebut entah mengenai bahan, ukuran, warna, keaslian merk dan lain 
sebagainya. Sejak dikenalnya internet di indonesia, internet telah mengundang lahirnya 
perdagangan model baru, dan dibalik system perdagangan baru tersebut tidak sedikit peraturan-
peraturan lama tidak berlaku pada system yang baru tersebut. namun para pengguna internet 
sekaligus konsumen jual beli online kini dapat bernafas sedikit lega dengan adanya Undang-
Undang yang mengatur tentang Transaksi melalui media Elektronik yankni Undang-undang No. 
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas untuk mengetahui lebih jauh mengenai 
perjanjian jual beli melalui toko online dalam pelaksanaannya, maka dengan demikian penulis 
mengambil judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM  PARA PIHAK DALAM JUAL BELI 
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ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG 
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 
PERLINDUNGAN KONSUMEN” yang menurut penulis sangat menarik untuk dibahas, 
disamping Karena sebagian masyarakat juga belum paham tentang jual beli online , juga 
mengenai bagaimana perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar 
hukum dalam jual beli online dan apa perlindungan bagi konsumen jika penjual melanggar 
hukum tersebut menurut undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang no 
8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
2. METODE  
Metode pendekatan yang di gunakan adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan,adalah penelitian yang bersifat 
deskriptif. Adapun jenis data yang di sajikan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan 
data sekunder, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi 
Kepustakaan dan Studi Lapangan Proses analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis data kualitatif. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Tanggung Jawab Hukum Dari Masing-masing Pihak Dalam Jual Beli Online 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, berkaitan dengan tanggung jawab masing masing pihak 
dalam jual beli online. bahwa jual-beli seara online dilakukan oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan tanpa bertemu secara langsung antara satu sama lain, tetapi semua kegiatan jual-
beli dilakukan melalui internet. Pihak-pihak yang terkait diantaranya adalah 
5
 a). Penjual , pihak 
yang menawarkan produk-produknya dengan media internet. b). Pembeli, yaitu tiap-tiap orang 
yang oleh undang-undang tidak dilarang untuk menerima penawaran dan melakukan transaksi 
jual-beli produk yang diberikan penjual. c). Bank, adalah pihak yang memperantarai antara 
penjual dan pembeli dalam hal pembayaran barang yang di transaksikan. Karena penjual dan 
                                                          
5
 Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.  Menuju Kepastian  Hukum di Bidang Informasi dan 
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pembeli berada di daerah yang berbeda. d). Provider atau operator, yaitu adalah perusahaan yeng 
menyediakan akses internet yang menjadi media utama dalam jual-beli online. 
   Sesuai hakikatnya, sebenarnya penjual-dan pembeli dalam transaksi jual-beli secara 
online mempunyai hak dan kewajiban. Tanggung jawab disini dalah utamanya untuk melindungi 
pembeli. Sebab pembeli mengirim uang terlebih dulu, sedangkan penjual hanya menunggu 
kiriman uang dari pembeli. Maka yang lebih rawan mengalami kerugian disini adalah dari pihak 
pembeli.Apalagi sangat jarang penjual yang memberikan jaminan ketika bertransaksi secara 
online. Termasuk peraturan baku yang dibuat oleh penjual lebih menguntungkan bagi penjual itu 
sendiri. Penjual/pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet . 
Tanggung jawab penjual adalah memberikan penjelasan atas produk yang dujual nya secara 
benar dan jujur kepada pembeli. Penjual diharuskan menjual produk-produk yang tidak dilarang 
oleh undang-undang.  
  Kemudian, apabila penjual memberikan potongan harga atau diskon, harus sesuai dengan 
mutu atau kualitas barang yang dijual, barang harus dalam keadaan baik dan tidak mempunyai 
cacat yang tersembunyi. Seperti yang diterangkan dalam pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-undang 
no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu :(1) . Pelaku usaha dilarang 
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan /atau jasa secara tidak benar, 
dan seolah-olah : a). barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga 
khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau 
guna tertentu; 
 Kemudian tanggung jawab penjual yang lain , setelah memberikan keterangan yang jelas 
mengenai produk yang dijual adalah penjual memiliki tanggung jawab dalam kegiatan 
pengiriman barang yang sudah di bayar oleh pembeli. Tanggung jawab pembeli disini adalah 
membayar harga yang sudah disepakati dengan penjual sesuai dengan jenis dan harga barang. 
Pembeli juga harus mengisi identitas yang benar dalam formulir pembelian barang. Dengan 
identitas yang jelas , meemudahkan pembeli  dalam mendapatkan perlindungan konsumen.. 
Bank, sebagai pihak yang memperantarai penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online, 
memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai pihak yang menyalurkan dana yang diberikan 
pembeli kepada penjual atas suatu barang yang telah disepakati. Provider, adalah pihak yang 
menyediakan media utama dalam transaksi online ini, tanggung jawabnya adalah menyediakan 
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kegiatan transaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli secara online ini merupakan 
hubungan hukum yang di padukan dengan jaringan internet. 
 Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa semua tanggung jawab yang dimiliki masing 
masing pihak bias terjadi apabila masing-masing pihak telah sama-sama memberikan tanda 
tangan elektronik. Para pihak juga bertanggung jawab menjaga tanda tangan elektroniknya 
masing-masing. Berdasakan pasal 12 ayat (1) UUITE Disebutkan bahwa Setiap orang yang 
terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda 
tangan elektronik yang digunakanya. 
 Termasuk juga fungsi tanda tangan elektronik ini, yaitu menunjukan bahwa para pihak 
siap bertanguung jawab sesuai posisinya masing-masing. Selalu menjaga tanda tangan elektronik 
, atau dokumen elektronik agar tidak di salah gunakan oleh orang lain yang tidak berwenang. 
Karena dalam dunia internet, terdapat Cyber Crime, yaitu kejahatan yang ada di dunia maya. 
Karena internet sangat rawan untuk diretas oleh orang-orang yang ahli dibidang teknologi 
informasi. Seperti yang dijelaskan Dalam pasal 21 ayat (1) huruf b undang-undang ITE, yaitu : b. 
penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara 
tidak sah terkait data dari pembuat tanda tangan elektronik; 
3.2  Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online Berdasarkan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2011 Tentang ITE  
pada tanggal 15 Desember 2019, penelitian di sebuah marketplace yang cukup terkenal di 
Indonesia yaitu Tokopedia. Tokopedia sebagai marketplace sekaligus sebagai pihak ke tiga atau 
Rekber (Rekening Bersama).  Rekber adalah pihak yang memperantarai transaksi jual beli antara 
pembeli dan penjual yang bertujuan untuk hal keamanan bertransaksi meskipun penjual dan 
pembeli berada di tempat berbeda dan saling tidak kenal satu sama lain.  
 Hasil penelitian penulis yang lain, berkaitan dengan jual beli secara online yang tidak 
menggunakan jasa Rekber akan sangat rentan terjadi tindak kejahatan. Karena transaksi jual beli 
benar-benar dilaksanakan hanya berdasarkan asas kepercayaan antara penjual dan pembeli. 
Sehingga apabila ada kecurangan dalam jual beli secara online ini, maka pihak pembeli lah yang 
paling banyak dirugikan. Dengan adanya rekening bersama, itu termasuk dalam rangka 
memberikan perlindungan hukum baik kepada pembeli. Menghindarkan dari tindak kejahatan 
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dari rekening bersama Dengan penjelasan diatas , maka pihak pihak didalam jual bei online yang 
terlibat langsung dalam setiap transaksi adalah penjual,pembeli, dan pihak rekening bersama. 
Sehingga hal tersebut menimbulkan hubungan hukum. Yaitu hubungan hukum antara penjual 
dan pembeli, hubungan hukum antara pembeli dengan pihak Rekber, dan hubungan hukum 
antara penjual dan pihak Rekber. Penjelasan dari ketiga hubungan hukum tersebut yaitu : 1). 
Hubungan hukum antara penjual dan pembeli mengakibatkan akibat hukum yaitu hak dan 
kewajiban penjual sebagai pelaku usaha sedangakn hk dan kewajiban pembeli sebagai 
konsumenya. 2). hubungan hukum di antara pembeli dan rekber mengakibatkan hak dan 
kewajiban pembeli sebagai pelaku usahanya, sedangakan rekber sebagai konsumen. 3). 
Hubungan hukum antara penjual dan rekber menimbulkan hak dan kewajiban penjual sebagai 
konsumen, sedangkan hak dan kewajiban rekber sebagai pelaku usahanya. 
  Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan berhubungan keterkaitan 
hubungan hukums antara pembeli, penjual dan rekber. Pertama hubungan penjual dan pembeli, 
yaitu penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Kemudian kedua yaitu 
penjual dan rekber, maka penjual sebagai konsumen dan rekber adalah sebagai pelaku usaha 
karena penjual menggunakan atau pengguna jasa dari rekber, sedang kan rekber sebagai pelaku 
usahanya. Sedangkan hubungan pembeli dengan rekber yaitu pembeli sebagai pelaku usahanya 
karena rekber yang harus memenuhi prestasi kepada pembeli.. 
Dengan adanya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
pada tanggal  20 april 1999,  telah membuat masalah perlindungan konsumen menjadi masalah 
yang penting. Kehadiran undang-undang tersebut mendorong penegakan hak-hak konsumen. 
Selain itu agar terciptanya aturan aturan yang adil bagi masing-masing pihak dalam jual beli 
online. Penjelasan dalam undang-undang tersebut utamanya bertujuan melindungi konsumen 
atau pembeli, bukan berarti hal itu akan mematikan pelaku usaha atau penjual. Tapi justru 
sebaliknya, perlindungan konsumen dapat mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan 
persaingan usaha yang berkualitas. 
Oleh karena itu, menurut pendapat penulis dalam melakukan setiap transaksi jual beli 
online haruslah teliti dan jeli terhadap penawaran-penawaran yang dilakukan penjual. Terkadang 
penjual menawarkan produk yang fiktif, dijual dengan harga yang sangat murah agar pembeli 
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Keaktifan pembeli dalam berkomunikasi bertanya-tanya tentang barang yang akan dibeli kepada 
penjual akan dapat mengurangi resiko kecurangan yang dilakukan oleh penjual. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, yang juga pengalaman pribadi penulis sendiri 
berkaitan dengan manfaat rekening bersama bagi pembeli. Yaitu ketika barang yang telah sudah 
ada di tangan pembeli namun ditemukan kecacatan pada barang tersebut. Dalam hal ini rekening 
bersama juga berkewaajiban memantau dalam pengurusan komplain kepada penjual. Rekening 
bersama juga mengurus penyampaian komplian kepada penjual.  Karena adanya komplain 
tersebut maka dana yang masih berada di pihak rekening bersama, belum bsa di kirimkan ke 
penjual sampai masalah komplain selesai. 
Hal tersebut adalah wujud perlindungan hukum yang berupa garansi , pengembalian 
atau penukaran barang dan juga pengembalian uang jika barang yang telah diterima tidak seperti 
dengan yang telah dipesan. Hal itu adalah wujud perlindungan konsumen berdasarkan pasal 4 
huruf h undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang  Perlindungan konsumen yaitu : h.  hak 
untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa 
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya;. 
   Perlindungan bagi konsumen diantaranya berkaitan dengan privasi data pribadi 
penjual. Bagi pengguna media elektronik, pastilah memiliki data pribadi yang seharusnya 
dilindungi oleh hukum.Segala informasi yang dibutuhkan harus selalu disertai persetujuan dari 
pemilik data pribadi. Perlindungan tersebut dijelaskan dalam pasal 25 UU ITE adalah Informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, 
dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindunngi sebagai hak kekayaan intelektual 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Apabila data pribadi dari pembeli diketahui oleh pihak yang kurang bertanggung jawab, 
maka kemungkinan dapat digunakan untuk tindak kejahatan. yang biasa dikenal dengan Cyber 
Crime, yaitu tindak kejahatan dalam dunia internet.Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa 
kebanyakan kasus dalam jual beli online pembeli tidak menggunakan rekening bersama. 
Sehingga ketika ada masalah dalam transaksi jual beli, pembeli malas dalam  memperjuangkan 
hak nya yang seharusnya dilindungi oleh hukum.  Misal seseorang yang berada di Jakarta yang 
membeli sebuah produk elektronik dari penjual online yang berada di kota Batam. dia membeli 
dari batam karena harganya yang murah. Namun setelah barang sampai ternyata barang rusak.  
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melanggar dengan pasal 4 huruf c Undang-undang perlindungan konsumen yang isinya : c. Hak 
atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang atau jasa. 
Setelah kejadian itu, pembeli ini lebih memilih rugi seharga barang itu daripada harus 
mengeluarkan biaya lagi untuk pergi ke Batam, untuk melakukan komplain kepada penjual nya. 
Seharusnya pembeli ini paham, bahwa dirinya memliki hak perlindungan hukum. Sesuai pasal 4 
huruf e yaitu: e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut. Disinilah dokumen elektronik akan digunakan 
sebagai alat bukti tertulis. Karena di Indonesia dalam menentukan alat bukti masih berdasarkan 
KUHPerdata. maka dokumen elektronik termasuk salah satu alat bukti berdasarkan pasal 1866 
KUHPerdata , alat bukti dalam suatu perkara diantaranya a). bukti tertulis b). persangkaan-
persangkaan c). saksi-saksi d). pengakuan e). sumpah. 
  Didalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE juga menyebutkan bahwa dokumen elektronik dapat 
menjadi bukti yang sah. Dengan bunyi pasal yaitu  si berikutInformasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketika alat 
bukti sudah ada, maka seharusnya pembeli yang menjadi korban dalam suatu transaksi dengan 
barang yang cacat, lebih mudah dalam melakukan penuntutan kepada penjual. Maka 
perlindungan konsumen di dalam jual beli online ini tergantung sejauh mana pembeli mau 
memperjuangkan hak nya unntuk mendapatkan perlindungan konsumen.  
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan dari pembahasan yang telah di uraikan , berkenaan dengan penulis yang melakukan 
penelitin tentang tanggung jawab para pihak dalam jual beli online ditinjau dari undang-undang 
nomor 11 tahun 2008  tentang informasi transaksi elektronik dan undang-undang no 9 tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen. Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu 
Tanggung jawab bagi penjual dalam jual beli online adalah memberikan pelayanan, memberikan 
informasi produk yang dijual dengan jujur, jelas dan menjamin produk yang dijual sampai ke 
tangan pembeli dengan aman, termasuk juga memberikan kompensasi atau ganti rugi produk 
yang bermasalah. Sesuai yang diatur di dalam pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-undang no 8 tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen yaitu (1) . Pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan /atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah , 
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mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; 
Tanggung jawab utama pembeli dalam jual beli secara online adalah memberikan bayaran 
kepada penjual atas barang yang sudah dibeli, wajib membaca dengan jelas dan teliti mengenai 
perjanjian jual beli nya dengan penjual. Termasuk kewajiban pembeli adalah mengikuti proses 
penyelesaian hukum sengketa konsumen dengan baik. Kewajiban pembeli tersebut sesuai Pasal 5 
UUPK huruf (b) beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. (c) 
membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, (d) mengikuti upaya hukum sengketa penyelesaian 
konsumen. Kemudian Mengenai perlindungan hukum bagi konsumen di dalam jual beli online 
berdasar pada UUPK yang mengenai hak konsumen pada pasal (4) yaitu mendapatkan barang 
atau jasa yang sesuai kondisi, mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang, mendapatkan 
perlindungan sebagaimana mestinya serta mendapat ganti kerugian. Mengenai upaya 
penyelesaian sengketa konsumen, perlindunganya sesuai dengan pasal 4 huruf e UUPK yaitu: (e) 
Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
4.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang terdapat diatas maka dapat diberikan sumbangan saran sebagai 
berikut: 
   Pertama, Dalam setiap transaksi jual beli secara online, baik penjual atau pembeli 
diharapkan supaya selalu berhati-hati dan teliti dalam melakukan setiap kegiatan dalam transaksi 
jual beli online. Sebab penjual dan pembeli hanya berkomunikasi melalui media elektronik, 
tanpa bertatap muka secara langsung. Maka dari itu penjual dan pembeli harus berhati-hati dan 
teliti untuk menghindari kejahatan didunia maya. 
   kedua, Berkaitan dengan cara bertransaksi dalam jual beli secara online, sebaiknya 
pemerintah lebih serius lagi dalam mensosialisakianya. Sehingga para pengguna maupun 
masyarakat dapat memahami, mengetahui dan melakukan transaksi jual beli online sesuai 
dengan peraturan yang berlaku sehingga selama proses transaksi tidak akan terjadi masalah. 
PERSANTUNAN 
Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas doa dan 
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semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, 
dukungan dan doanya selama ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
BUKU 
Assafa Endeshaw,hukum E- Commerce dan Internet,( jakarta : pustaka pelajar , 2008 
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.  Menuju Kepastian  Hukum di 
Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (Jakarta : 2007).  
Dimyati Khudzaifah dan Wardiono Kelik, 2004. Metode Penelitian Hukum. Surakarta : Fakultas 
Hukum UMS. 
Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta - PT. Raja Gravindo Persada, 2004)  
Josua Sitompul, 2012, Cyberspace, Cyber Crimes, Cyberlaw : Tinjauan aspek hukum pidana, 
Jakarta :PT. Tunanusa.s 
Lia Sautunnida,  Jual Beli Melalui Internet (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008). 
Mieke Komar Kantaatmadja. Cyber Law Suatu Pengantar (Bandung : Elips, 2001). 
Purwahid patrik, 1994, Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan 
dari undang-undang), mandar maju, bandung. 
Suparni Niniek, 2009, Cyberspace : Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Jakarta : Sinar 
Grafika. 
Subekti, 884, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Intermasa. 
Witono , ”Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli Dan Lelang Online”,  jurnal sistem informasi , 
(Maranatha :Universitas kristen Maranatha , volume 6, No. 1 (2008). 
Undang-undang : 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
Undang Undang  No. 11 Tahun 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI 
ELEKTRONIK 
Undang-undang  No. 8 tahun 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 
WEB INTERNET 
https://www.marketingjoss.com/apa-itu-rekening-bersama-rekber-dan-bagaimana-cara-
menggunakanya Diakses pada Tanggal 18 Desember 2018 Pukul 10.00. 
https://solusik.com/cara-tokopedia-bukalapak-mendapat-untung/ Diakses pada tanggal 15 
Desember 2019 pukul 10.18 WIB 
https://uangteman.com/blog/berita-bisnis/perbedaan-mendasar-online-shop-dan-marketplace/ 
Diakses pada tanggal 15 Desember 2019 , pukul 09.58 WIB 
 
 
